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BUPATI LUWU UTARA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR  6  TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LUWU UTARA, 
 

Menimbang  : a. bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 
peringatan pertama dan peringatan kedua melalui 
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ 

tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, 
Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala 

Daerah yang menghambat Birokrasi dan Perizinan 
Investasi dan Instruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 

582/1107/SJ tentang Penegasan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 582/476/SJ tentang 
Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan 

Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang 
menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di 
Daerah, maka ketentuan mengenai Retribusi Izin 

Gangguan perlu dicabut; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Peerintah 
tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau 
kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri; 

d. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor : 188.34-6435 Tahun 2016 tentang pembatalan 
beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 

Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan 
Tertentu; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

 

Mengingat   :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Utara Nomor 224) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 

Nomor 351); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 481); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

dan 

BUPATI LUWU UTARA 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 224) sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 351) 

dihapus sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d dihapus, sehingga Pasal 2 
berbunyi sebagai berikut :  

 
Pasal 2 

 
Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah : 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. dihapus; 

c. Retribusi Izin Trayek; 

d. dihapus. 
 

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus. 

4. Ketentuan Pasal 10 dihapus. 

5. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 

6. Ketentuan Pasal 12 dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 18 dihapus. 

8. Ketentuan Pasal 19 dihapus. 

9. Ketentuan Pasal 20 dihapus. 

10. Ketentuan Pasal 21 dihapus. 

11. Ketentuan Pasal 22 dihapus. 

12. Ketentuan Pasal 47 dihapus. 

13. Ketentuan dalam Lampiran II dihapus. 

14. Ketentuan dalam Lampiran IV dihapus. 
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Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Utara. 
 

 
Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal  18 April 2018 

BUPATI LUWU UTARA, 
 

ttd 
 

INDAH PUTRI INDRIANI 
 
Diundangkan di Masamba 

pada tanggal  18 April 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,  

 
ttd 

 
ABDUL MAHFUD 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 

2018 NOMOR 6 
 

 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI 

SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.6.029.18 


